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AULIA PERTIWI (B111 11 913), Analisis Kriminologis Terhadap 
Tindakan Main Hakim Sendiri oleh Ormas Front Pembela Islam 
(FPI) di Wilayah Hukum Kota Makassar (Studi Kasus : 2011 – 
2013), dibimbing oleh Bapak Andi Sofyan selaku Pembimbing I 
dan Ibu Hj. Nur Azisa selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri yang 
dilakukan oleh Ormas FPI di Kota Makassar, dan untuk mengetahui 
upaya apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam 
menanggulanginya, serta menguraikan fakta yang didapatkan di 
lapangan melalui hasil wawancara penulis dengan aparat 
kepolisian. 
 
Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Dimana dalam penelitian ini terdiri dari data 
primer yang didapatkan melalui studi lapangan dengan 
menggunakan teknik wawancarasedangkan data sekunder berasal 
dari studi kepustakaan dengan membaca buku, literature-literatur, 
serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah 
yang diteliti. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi organisasi 
kemasyarakatan FPI senantiasa dalam melakukan aksinya dengan 
main hakim sendiri yang dilakukan secara anarkis dan melanggar 
hak asasi manusia dengan alas an penegakan amar ma‟uf nahi 
mungkar mengatas namakan penodaan agama. Dimana hal 
tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Upaya yang ditempuh oleh 
aparat kepolisian untuk menanggulangi aksi organisasi FPI ini ialah 
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A. Latar Belakang Masalah 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menegaskan bahwa 
Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum dirumuskan untuk 
mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat 
agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi 
manusia. Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi 
sebagai alat untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak 
hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya 
dengan patut dan bermanfaat. 
Hukum bukan suatu karya seni yang adanya hanya untuk 
dinikmati oleh orang-orang yang menikmati saja, bukan pula suatu 
kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara 
sosial-rasional tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan, 
sehingga hukum itu sendiri tidak menjadi mati karena mati 
kefungsiannya. Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia 
salah satunya adalah hukum pidana.  Hukum pidana ini bertujuan 
untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan 
masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang 
berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian daripada 
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keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan 
dasar-dasar dan aturan-aturan sesuai dengan pendapat Moeljatno1 
dengan tujuan untuk : 
1. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, 
yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi 
yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
melanggar larangan tersebut. 
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada 
mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu 
dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana 
yang telah diancamkan. 
3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka 
telah melanggar larangan tersebut. 
 
Hukum pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu 
ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat 
menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih khusus mengenai hukum pidana, 
maka pengertian hukum pidana yang diungkapkan Simons dalam 
bukunya Leerbook Nederlandas strafrecht, memberikan defenisi 
sebagai berikut2 
Hukum Pidana adalah keseluruhan dari larangan-larangan 
dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh 
Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya 
telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat 
khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari 
peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu 
telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang 
                                                             





mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari 
hukumannya itu sendiri. 
 
Dari defenisi diatas maka dapatlah dijabarkan bahwa hukum 
pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut : 
1. Adanya perbuatan pidana, perbuatan yang 
bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. 
2. Adanya pidana, penderitaan atau nestapa yang 
dibebankan terhadap orang yang melakukan 
perbuatan yang dilarang. 
3. Adanya pelaku atau orang yang telah melakukan 
perbuatan yang dilarang menurut aturan-aturan 
hukum pidana yang berlaku. 
Ketiga unsur-unsur tersebut merupakan rangkaian yang 
saling berkaitan satu sama lain, sehingga harus ada dalam setiap 
permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana, dengan 
demikian dapat dilihat bahwa hukum yang mengatur masyarakat 
secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang 
diharuskan. 
Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui 
perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui 
pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang 




Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai 
tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak 
pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat 
secara kuantitas dan kualitas. 
Dalam system kenegaraan Indonesia dikenal dengan 
demokrasi, dimana kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, hal 
itulah yang menyebabkan bebasnya orang berpendapat dan 
berkumpul untuk membuat organisasi. Dalam hal ini masyarakat 
yang dikenal sebagai masyarakat demokratis berlomba-lomba 
untuk membuat organisasi guna menyatukan cita-cita, visi dan misi. 
Lahirnya berbagai macam organisasi dinegara ini juga 
dijamin oleh UUD NRI 1945 asalkan tidak membahayakan 
kedaulatan Negara dan tidak melanggar hukum. Yang ingin 
menjadi pusat perhatian dalam skripsi ini adalah organisasi 
masyarakat Front Pembela Islam (FPI), dimana di media baik di 
media cetak maupun elektronik sering sekali disorot. 
FPI sebagai organisasi Islam tentulah sangat menentang 
yang dilarang oleh Islam itu sendiri seperti minuman keras, 
pelacuran, perjudian dan bahkan warung makan yang buka pada 
siang hari dibulan puasa. Dalam konsepnya mungkin sudah tepat, 
namun terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh FPI di Kota 
Makassar yang berujung anarkis atau dengan kata lain melakukan 
tindakan main hakim sendiri, yang semestinya organisasi ini 
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menjadi pembantu petugas kepolisian untuk memberantas 
perjudian yang juga dilarang dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) Pasal 303 malah berujung anarkis. FPI melakukan 
tindakan main hakim sendiri dengan cara memporak-porandakan 
pasar malam yang ditengarai didalamnya terdapat praktik 
perjudian. Hal ini malah berbalik menjadi pelanggaran bagi ormas 
FPI karena melakukan pengerusakan yang jelas-jelas tidak 
diperbolehkan dalam KUHP. 
Berbagai faktor masalah yang ditemukan inilah yang 
memancing ketertarikan dan rasa ingin tahu penulis untuk 
menjadikan topik ini sebagai judul skripi, dan dengan dilakukannya 
penelitian terhadap topik permasalahan ini, dapat menjadi referensi 
bagi penelitian lain yang lebih lanjut demi kemajuan di bidang 
hukum pidana di Indonesia, serta bagi civitas akademika Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
B. Rumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang akan dikaji dan dibahas adalah: 
1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan main hakim 
sendiri oleh Ormas FPI? 
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh para aparat penegak 
hukum dalam menghadapi tindakan main hakim sendiri oleh 




C. Tujuan dan Kegunaan 
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya 
tindakan main hakim sendiri oleh Ormas FPI. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh para aparat 
penegak hukum dalam menghadapi tindakan main hakim sendiri 
oleh Ormas FPI di wilayah hukum Kota Makassar. 
Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan ini adalah: 
1. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, 
diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan 
bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
2. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah dalam 
hal ini aparat penegak hukum dan masyarakat dalam 












1. Pengertian Kriminologi 
Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki 
objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya 
sendiri, baik objek materiil maupun formil. Pembeda antara bidang 
ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. 
Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab 
apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama. 
Kriminologi, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari 
kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu –
ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan 
bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai 
disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan 
demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu 
disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari 
ilmu lainnya terhadap kejahatan. Oleh karena itulah Thorsten 
Stellin3 menyebutnya sebagai “ a king without a country” 
Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. 
Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. 
                                                             




Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti 
kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.4 
Banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang 
kriminologi, antara lain sebagai berikut: 
1. Edwin H. Sutherland sebagaimana dikutip A.S. Alam, 
mengartikan kriminologi sebagai “kumpulan pengetahuan yang 
membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala 
sosial”.5 
2. W.A. Bonger yang mengemukakan bahwa krimonologi adalah 
“ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala 
kejahatan seluas-luasnya”6 
3. Sebagaimana dikutip oleh Made Darma Weda7, Manheimm 
melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi 
dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara 
luas yakni mempelajari penologi dan metodemetode yang 
berkaitan dengan kejahatan dan metode-metode yang berkaitan 
dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan 
tindakan yang bersifat non punit. Sedangkan dalam arti sempit 
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5 Ibid., hlm. 1-2. 
6 Ibid. 




kriminologi hanya mempelajari tentang kejahatan. Karena 
mempelajari kejahatan, maka pendekatan yang dipergunakan 
adalah pendekatan deskriptif, kausalitas, dan normatif. 
4. Selanjutnya menurut J. Constant,kriminologi adalah “ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang 
menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.8 
5. WME.Noach mendefinisikan kriminologi sebagai “ilmu 
pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan 
tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-
akibatnya”.9 
Bonger kemudian membagi kriminologi ini menjadi kriminologi 
murni yang mencakup :10 
1. Antropologi Kriminal 
Adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 
(somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 
tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-
tanda seperti apa danapakah ada hubungan antara suku 
bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. 
2. Sosiologi Kriminal 
Adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 
gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana 
letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. 
3. Psikologi Kriminal 
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Adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari 
sudut jiwanya. 
4. Psikopatolgi dan Neuropatologi Kriminal 
 Adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa. 
 
5. Penologi 
Adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
 
Adapun objek Kriminologi secara singkat adalah11: 
 
a. Kejahatan 
Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat 
kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang 
merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih 
sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang 
bertentangan dengan norma.Kejahatan yang dimaksud disini 




Yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan 
untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka 
yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh 
pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku 
adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan 
c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum 
dan pelaku kejahatan. 
Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan 
bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang 
mempelajari kejahatan, untuk memahami sebab-musabab 
terjadinya kejahatan serta upaya-upaya apa yang dilakukan 
untuk menanggulangi kejahatan. Dan juga bahwa kriminologi 
adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena 
dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai 
kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum 
pidana. 
 
                                                             
11 Raden Aryo Seto Wibowo, 2013, ”Tinjauan Kriminologis Terhadap Penggerebekan 
Bersifat Anarkis yang dilakukan oleh Ormas FPI di Kota Makassar”, Skripsi, Sarjana 
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 8 
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2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, 
yaitu:12 
1. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari 
sebab-sebab kejahatan; 
2. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah 
lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya; 
3. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-
kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. 
Sedangkan menurut A.S. Alam,ruang lingkup pembahasan 
kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:13 
a) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws); 
b) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws); 
c) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi 
juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-
upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). 
Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (process of 
making laws), maka yang jadi pokok bahasannya meliputi definisi 
kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, 
penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan.  
                                                             
12 I. S. Susanto, 1991, Diktat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 
Semarang, Semarang, hlm. 10. 
13 A.S.Alam. op. cit., hlm 2-3. 
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Dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran 
(mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai 
perspektif kriminologi. 
Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi 
terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori penghukuman 
dan upaya-upaya penanggulangan / pencegahan kejahatan, baik 
berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.  
Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi 
mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma 
yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari 
tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau 
sering disebut penjahat. Dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat 
terhadap kejahatan dan pelaku. 
3. Pembagian Kriminologi 
Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi dalam dua 
golongan besar yaitu:14 
A. Kriminologi Teoritis  
Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima 
cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam 
pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara 
teoritis. 
1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari 
seorang penjahat. Misalnya : menurut Lambroso ciri 
                                                             
14 Ibid, hlm 4-7 
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seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, 
rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, 
dahinya mencong dan seterusnya. 
2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.  
3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. 
4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal, yaitu ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang 
sakit jiwa / gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat 
yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti : Rumah 
Sakit Jiwa Dadi Makassar. 
5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang sejarah, arti dan faedah hukum. 
B. Kriminologi Praktis 
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas 
kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan 
bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan 
yang diamalkan (applied criminology). Cabang-cabang dari 
kriminologi praktis ini adalah : 
1) Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha 
untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. 
2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang 
bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-
baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari 
kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan 
kejahatan lagi. 
3) Kriminalistik ( police scientific ), yaitui ilmu tentang 
penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku 
kejahatan. 
 
4. Fungsi Kriminologi 
Dengan melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah 
masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, 
karena keberadaan kriminologi dalam sejarahnya tidak dapat 
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dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi ini dapat 
dibedakan kepada dua hal, yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. 
Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi 
berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling 
berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan yang 
lainnya, bahkan sebelumnya kriminologi dianggap sebagai bagian 
dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi 
dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana (ilmu 
pembantu), namun sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan 
lagi karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin ilmu 
yang berdiri sendiri. 
Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini 
sedemikian dekatnya sehingga diibaratkan sebagai “dua sisi 
diantara satu mata uang”, dimana hukum pidana pada dasarnya 
menciptakan kejahatan (kejahatan formal)  dan rumusan kejahatan 
yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi kajian pokok 
kriminologi. Di samping itu, hukum pidana sebagai suatu disiplin 
yang bersifat normatif yang berarti bersifat abstrak, di lain pihak 
kriminologi yang bersifat factual. Maka, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Vrij15 bahwa kriminologi menyandarkan hukum 
pidana pada kenyataan. Bahkan karena cara pandang kriminologi 
yang lebih luas terhadap kejahatan dibandingkan hukum pidana, 
                                                             
15 Teguh Prasetyo, op. cit,  hlm. 17. 
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dapat dikatakan bahwa kriminologi itu membuat bijak berlakunya 
hukum pidana. 
Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara 
kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi 
yang klasik ini dalam masalah hukum pidana, yaitu : 
1) dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana, 
2) dalam penerapan hukum pidana, dan 
3) dalam pembaharuan hukum pidana, yakni dalam hal : 
a) kriminalisasi, 




1. Pengertian Ormas 
Dalam Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2013 Tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disingkat Undang-
Undang Ormas) Pasal 1 poin (1) menegaskan dalam undang-
undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan 
adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat 
secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, 
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila. 
2. Asas, ciri dan sifat 
Undang-Undang Ormas mengatur tentang asas, ciri dan sifat 
Ormas. 
Pasal 2 
Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-
undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
Pasal 3 
Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan 
kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negera Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
 
Pasal 4 
Ormas bersifat sosial, sukarela, mandiri, nirlaba dan demokratis. 
Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup 
Undang-Undang Ormas tentang Ormas juga mengatur 
tentang tujuan, fungsi dan ruang lingkup. 
 
Pasal 5 
Ormas bertujuan untuk : 
a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakatan; 
b. memberikan pelayanan kepada masyarakat; 
c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang 
maha esa; 
d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan 
budaya yang hidup dalam masyarakat; 
e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 
f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan 
toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; 
g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan 
kesatuan bangsa; dan 




Ormas berfungsi sebagai sarana: 
a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota 
dan/atau tujuan organisasi 
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b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan 
tujuan organisasi; 
c. penyalur aspirasi masyarakat; 
d. pemberdayaan masyarakat; 
e. pemenuhan pelayanan sosial; 
f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan 
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau 
g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
 
Pasal 7 
1) Ormas memiliki bidang kegiatan sesuai dengan AD/ART 
masing-masing. 
2) Bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
dengan sifat, tujuan, dan fungsi Ormas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. 
 
Pasal 8 
Ormas memiliki lingkup: 
a. nasional; 
b. provinsi; atau 
c. kabupaten/kota. 
 
C. Ormas FPI (Front Pembela Islam) 
1. Definisi FPI (Front Pembela Islam) 
Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi massa 
Islam bergaris keras yang berpusat di Jakarta. Selain beberapa 
kelompok internal, yang disebut oleh FPI sebagai sayap juang, 
FPI memiliki kelompok Laskar Pembela Islam, kelompok 
paramiliter dari organisasi tersebut yang kontroversial karena 
melakukan aksi-aksi "penertiban" (sweeping) terhadap kegiatan-
kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan 
syariat Islam terutama pada bulan Ramadhan dan seringkali 
berujung pada kekerasan. 
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Organisasi ini terkenal dan kontroversial karena aksi-aksinya 
sejak tahun 1998. Rangkaian aksi yang berujung pada 
kekerasan sering diperlihatkan dalam media massa.16 
Menurut pendapat ketua FPI Habieb Rizieq Persfektief FPI 
adalah posisi FPI menjadi semacam Pressure Group di 
Indonesia, untuk mendorong berbagai unsur pengelola Negara 
agar berperan aktif dalam memperbaiki dan mencegah 
kerusakan moral dan akidah umat Islam, serta berinisiatif 
membangun suatu tatanan sosial, politik dan hukum yang 
sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.17 
2. Visi dan Misi FPI 
Sesuai dengan latar belakang pendiriannya, maka FPI 
mempunyai sudut pandang yang menjadi kerangka berfikir 
organisasi ( visi ), bahwa penegakan amar ma´ruf nahi munkar 
adalah satu-satunya solusi untuk menjauh-kan kezholiman dan 
kemunkaran. Tanpa penegakan amar ma´ruf nahi munkar, mustahil 
kezholiman dan kemunkaran akan sirna dari kehidupan umat 
manusia di dunia. 
FPI bermaksud menegakkan amar ma´ruf nahi munkar 
secara káffah di segenap sektor kehidupan, dengan tujuan 
menciptakan umat sholihat yang hidup dalam baldah thoyyibah 





dengan limpahan keberkahan dan keridhoan Allah ´Azza wa Jalla. 
Insya Allah. Inilah misi FPI. 
Jadi, Visi Misi FPI adalah penegakan amar ma´ruf nahi munkar 
untuk penerapan Syari´at Islam secara káffah. 
D. Tinjauan Umum tentang Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) 
Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas 
dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, 
pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme 
massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari 
bahasa Belanda yaitu “Eigenrechting” yang berarti cara main hakim 
sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa 
sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan 
pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan 
sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu 
tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya 
indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.18 
Kasus main hakim sendiri (Eigenrechting) merupakan salah 
satu bentuk reaksi masyarakat/Ormas karena adanya pelanggaran 
norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat/Ormas, 
                                                             
18 Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 167. 
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ditinjau dari segi sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, 
yaitu aspek positif dan aspek negatif.19 
Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) Reaksi masyarakat/Ormas terhadap kejahatan melalui 
pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan 
latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan. 
2) Reaksi masyarakat/Ormas didasarkan atas kerja sama 
dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara 
resmi. 
3) Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan 
penyadaran atas pelaku kejahatan. 
4) Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab 
dilakukannya suatu tindakan kejahatan. 
Sedangkan aspek negatif jika : 
 
1) Reaksi masyarakat/Ormas adalah serta merta, yaitu 
dilakukan dengan dasar luapan emosional. 
2) Reaksi masyarakat/Ormas didasarkan atas ketentuan 
lokal yang berlaku didalam masyarakat yang 
bersangkutan (tak resmi). 
                                                             
19 Abdu Syahni, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung, hlm 100-101 
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3) Tinjauan penghukuman cenderung lebih bersifat 
pembalasan, penderaan, paksaan dan pelampiasan 
dendam. 
4) Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan 
memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan 
suatu tindakan kejahatan. 
Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim 
sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan 
perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, 
seseorang dicopet dompetnya, dan dia meminta kembali 
dompetnya itu dari si pencopet, dan permintaan ini dituruti, maka 
tindakan “menghakimi sendiri” ini tidak dilarang. Sedangkan 
tindakan main hakim sendiri yang dimaksud disini adalah 
tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum, diluar batas 
kewajaran seperti melakukan penganiayaan dan merupakan suatu 
tindak pidana. 
E. Teori Sebab Kejahatan 
Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan 
oleh para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan 
atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari 
berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. 
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Berikut ini teori penyebab kejahatan 20 
1. Perspektif Sosiologis 
Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha 
mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka 
kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat 
dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu : strain, 
culturan deviance (penyimpangan budaya) dan social 
control. Persfektif strain dan penyimpangan budaya 
memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial 
(social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas 
kriminal. Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai 
pendekatan berbeda. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa 
motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari 
umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial 
mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak 
melakukan kejahatan. Selain itu teori ini mengkaji 
kemampuan kelompok-kelompok  dan lembaga sosial 
membuat aturan yang efektif. Teori strain dan penyimpangan 
budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah 
laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat 
hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan 
bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-
                                                             
20 A.S.Alam. op. cit., hlm. 67 – 75. 
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nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. 
Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, 
karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-
sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka 
menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak 
sah. Pada teori penyimpangan budaya menyatakan bahwa 
orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai 
yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari 
kelas menengah. Sebagai konsekuensinya manakala orang-
orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, 
mereka mungkin telah melanggar norma-norma 
konvensional. Sudah umum diterima bahwa objek kriminologi 
adalah norma-norma kelakuan (tingkah laku) yang tidak 
disukai oleh kelompok-kelompok masyarakat., tetapi 
kejahatan (crime) sebagai salah satu dari padanya masih 
merupakan bagian yang terpenting. Dari sudut pandang 
sosiologi maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah 
salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya 
disorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu 
sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang 
mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, 
ketertiban dan kesejahteraan umum. Beberapa kejahatan 
menunjukkan sifat-sifat egois, ketamakan dari pelaku 
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kejahatan, sama sekali tidak mempedulikan keselamatan, 
kesejahteraan ataupun barang milik orang lain. 
Pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih 
berkuasa umumnya bersatu dan bergabung dengan 
pegawai-pegawai pemerintah yang korup dan dengan 
demikian mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan mereka 
dengan melalui saluran pemerintahan. 
Sosiologi modern sangat menekankan pada mempelajari 
struktur dan jalanya masyarakat sekarang ini. Bila dilihat dari 
sosiologi maka kejahatan adalah salah satu masalah yang 
paling gawat dari disorganisasi sosial. Karena pelaku 
kejahatan bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang 
membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum, 
Undang-undang, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Oleh 
karena itulah kejahatan merupakan salah satu bagian dari 
disorganisasi sosial yang perlu diperhatikan. 
 Dalam culture conflict theory Thomas Sellin menyatakan 
bahwa setiap kelompok memiliki conduct norm-nya sendiri 
dan dari conduct norms dari satu kelompok mungkin 
bertentangan dengan conduct norms kelompok lain. Seorang 
individu yang mengikuti norma kelompok mungkin saja 
dipandang telah melakukan suatu kejahatan apabila norma-
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norma kelompoknya bertentangan dengan norma-norma dari 
masyarakat dominan. Menurut penjelasan ini perbedaan 
utama antara seorang kriminal dengan seorang non kriminal 
adalah bahwa masing-masing menganut conduct norms 
yang berbeda. Sebaliknya dalam teori kontrol sosial 
memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi 
yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya 
kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan 
masyarakat.    
 
2. Perspektif Biologis 
“Caesara Lombroso” seorang Italia yang sering dianggap 
sebagai “the father of modern criminology” ia menjelaskan 
kejahatan dari mashab klasik menuju mashab positif. 
Perbedaan signifikan antara mashab klasik dan mashab 
positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta empiris 
untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu 
ditentukan oleh berbagai faktor, dimana para tokoh 
psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari 
kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidak matangan 
emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, 
kehilangan hubungan dengan ibu, dll. Sementara tokoh 
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biologis mengikuti tradisi Charles Goring dalam upaya 
menelusuri tentang tingkah laku kriminal. 
Berdasarkan penelitiannya ini, Lambroso 
mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu: 
1) Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin 
atavisme tersebut diatas. 
2) Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai 
hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang 
mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan 
antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, 
embisil atau paranoid. 
3) Occasional criminal atau Criminaloid, yaitu pelaku 
kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus 
sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat 
kambuhan (habitual criminals). 
4) Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan 
melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena 
kehormatan. Meskipun teori Lambroso dianggap sederhana 
dan naïf untuk saat ini. 
3. Perspektif Psikologis 
Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan 
delinquent dan pelaku kriminal dengan suatu “conscience” 
(hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga 
menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah 
sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya 
bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. 
Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari 
psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin 
hasil dari “an overactive conscience” yang menghasilkan 
perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan 
kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. 
Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka berada. 
Pendekatan psychoanalytic masih tetap menonjol dalam 
menjelaskan baik fungsi normal maupun sosial. Meski 
dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis 
yang mempelajari kejahatan , yaitu : 
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a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami 
dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak 
mereka. 
b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-
menjalin dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin 
mengerti kejahatan. 
c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari 
konflik psikologis. 
4. Perspektif Lain 
 Teori Labelling 
Para penganut labeling theory memandang para 
kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (evil) 
yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah 
terhadap mereka adalah individu-individu yang 
sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian 
sistem peradilan pidana maupun secara luas. 
Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak 
sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang 
signifikan. Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat 
dalam suatu proses defenisi sosial dimana tanggapan dari 
pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu 
merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku 
berikutnya dan juga pandangan individu pada diri mereka 
sendiri. 
 
Tokoh-tokoh yang menganut teori labeling antara lain : 
1) Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada 
mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-
kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep 
tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi 
tertentu. 
 
2) Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat 
dibedakan dalam dua bagian, yaitu : 
a) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa 
seseorang memperoleh cap atau label; 
b) Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku 
berikutnya. 
 
3) Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling 
sebagai berikut : 
a) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan 
sendirinya bersifat kriminal; 
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b) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan 
penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan 
mereka yang memiliki kekuasaan; 
c) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia 
melanggar Undang-undang, melainkan karena ia 
ditetapkan oleh penguasa; 
d) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang 
dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa 
mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian 
kelompok kriminal dan non kriminal; 
e) Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses 
labeling; 
f) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam 
sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku 
sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya; 
g) Usia, tingkat sosial-ekonomi dan ras merupakan 
karakteristik umum pelaku kejahatan yang 
menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan 
dalam sistem peradilan pidana. 
h) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan 
perspektif kehendak bebas yang memperkenankan 
penilaian dan penolakan terhadap mereka yang 
dipandang sebagai penjahat; 
i) Labeling merupakan suatu proses yang akan 
melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant 
dan menghasilkan rejection of the rejector; 
 
4) Lemert, telah memperkenalkan suatu pendekatan yang 
berbeda dalam menganalisis kejahatan sebagaimana 
tampak dalam pernyataan dibawah ini : 
“This is large turn away from the older sociology which 
tended to rest heavily upon the idea that deviance leads to 
social control. I have come to believe that the reserve 
idea. i.e social control leads to deviance, equally tenable 
and the potentially richer premise for studying deviance in 
modern society”. 
 
 Frank Tannenbaum, memandang proses kriminalisasi 
sebagai proses memberikan label, menentukan, 
mengenal, memencilkan, menguraikan, 
menekankan/menitikberatkan, membuat sadar atau sadar 
sendiri. Kemudian menjadi cara untuk menetapkan ciri-ciri 
khas sebagai penjahat21 
 
                                                             
21 Ibid, hlm. 67-70 
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 Teori Konflik 
Teori konflik lebih mempertanyakan proses 
pembuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau 
teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model 
tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan 
pidana sebagai lahir dari consensus masyarakat 
(communal consensus). 
 
Menurut model consensus, anggota masyarakat 
pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa 
yang salah, bahwa intisari dari hukum merupakan kondisi 
nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model 
konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan 
yang stabil dimana hukum diciptakan “for the general 
good” (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah 
untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak 
kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota 
masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit 
mungkin. 
 
Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak 
hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, 
tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki 
kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan 
hukum. Para penganut teori konflik menentang 
pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum 
pidana dan penegakannya. 
 
 Teori Radikal 
Dalam bukum The New Criminolgy, para kriminolog 
Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack 
Young menyatakan bahwa kelas bawah kekuatan buruh 
dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana 
para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” 
hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur tentang 
persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian 
merupakan sumber dari konflik; pertarungan antar kelas 
selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan 
kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan 
maka kejahatan akan hilang. 







“Menurut Richard Quinney, kejahatan adalah akibat dari  
kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat 
dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis” 
William Chambils23 
Menurut Chambils ada hubungan antara kapitalisme dan 
kejahatan seperti dapat ditelaah pada beberapa butir 
dibawah ini: 
1. Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis 
dan celah antara golongan borjuis dan proletariat 
melebar, hukum pidana akan berkembang dengan 
usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk. 
2. Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari 
eksploitasi yang mereka alami. 
3. Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan 
yang lebih rendah karena dengan berkurangnya 
kukuatan perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-
kekuatan yang menjurus kepada fungsi kejahatan. 
Melalui pemahaman dari teori-teori di atas, baik refleksi 
kejahatan model konsensus maupun refleksi kejahatan 
model konflik memungkinkan dapat diikutinya pergeseran 
perspektifnya. 
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi 
oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam kebenarannya 
dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu 
ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, 
mesyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi 
timbulnya kejahatan. 
                                                             
22 Ibid hal. 74 
23 Ibid hal. 75 
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Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan 
oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada 
umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan 
sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi 
masalah tersebut. 
Dalam hubungan ini E.H. Sutherland dan Cressesy 
mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam 
pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk 
mengurangi frekuensi kejahatan yaitu: 
- Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan, 
merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan 
jumlah dilakukan secara konseptual. 
- Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali , suatu cara 
yang ditujukan kepada upaya untuk mencegah terjadinya 
kejahatan yang pertama kali, yang akan dilakukan oleh 
seseorang dalam metode ini dikenal sebagai metode preventif. 
 
Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif sekaligus 
berupaya memperbaiki prilaku seseorang dinyatakan telah bersalah 
(terpidana) di Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain, 
upaya kejahatan dapat dilakukan secara pre-emptif, preventif dan 
represif. Menurut A.S. Alam, penanggulangan kejahatan terdiri atas 
tiga bagian pokok, yaitu :24 
  
                                                             
24 Ibid hlm. 79-80. 
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1. Upaya pre-emtif: 
Upaya pre-emtif (moral) adalah upaya awal yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana.Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan 
nilai/norma dalam diri seseorang. 
 
2. Upaya preventif: 
Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif 
(pencegahan) dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan 
pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba 
mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, demikian semboyan 
dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat 
(narapidana) yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak 
terjadi lagi kejahatan ulang. 
Memang sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan 
karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu 
keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri, jangan 
sampai menjadi korban kriminalitas. Disamping itu upaya preventif 
tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagi pula tidak 
menimbulkan akses lain. 
Dalam upaya preventif (pencegahan) itu bagaimana upaya 
kita melakukan suatu usaha jadi positif, bagaimana kita 
menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan 
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juga budaya masyarakat menjadi suatu dinamika dalam 
pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan 
ketegangan-ketegangan sosial atau mendorong timbulnya 
perbuatan atau penyimpangan. 
Dan disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan 
partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah 
tanggung jawab bersama. 
 
3. Upaya Represif: 
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan 
kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya 
kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan 
untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 
perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar 
bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang 
melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan 
mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya 
mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. 
Dalam membahas sistem represif, kita tidak terlepas dari 
permasalahan sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem 
peradilan pidana kita, paling sedikit terdapat sub sistem 
Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Rutan, Pemasyarakatan, dan 
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Kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang 








A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Daerah Wilayah Sulawesi Selatan, Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar, Kantor Dewan Pimpinan Wilayah atau 
Kantor Dewan Pimpinan Cabang yang berada di Kota Makassar 
dan beberapa lembaga advokasi yang terkait untuk penelitian 
lapangan, serta Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, untuk 
penelitian kepustakaan. Dengan melakukan penelitian di kedua 
lokasi ini penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat 
sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif yang 
berkaitan dengan objek penelitian. Adapun pertimbangan dipilihnya 
lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan tujuan penulisan 
skripsi yaitu untuk meneliti faktor-faktor yang menjadi penyebab 
terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh Ormas FPI, serta 
meneliti mengenai upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum 
dalam menghadapi tindakan main hakim sendiri oleh Ormas FPI di 
wilayah hukum Kota Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu: 
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1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan 
penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang 
berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, 
dokumen, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan 
masalah dan tujuan penelitian. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian pustaka (library res earch), yaitu menelaah berbagai 
buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada 
hubungannya dengan objek penelitian. 
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 
1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan 
dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan 
dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang 
dijadikan sebagai landasan teoritis. 
37 
 
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara 
atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya 
jawab, terhadap narasumber dan/atau petugas kepolisian. 
 
D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun 
data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk 
menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, 
guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil 
penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan 
konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif 
dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) yang dilakukan 
oleh masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) 
adalah sebuah fenomena yang sering ditemui atau didengar dalam 
masyarakat, khususnya di Kota Makassar. Setelah penulis 
melakukan penelitian di Kepolisian, Masyarakat dan Pihak FPI 
sendiri, penulis pertama-tama akan menguraikan dinamika 
terbentuknya organisasi Front Pembela Islam (FPI) di Kota 
Makasssar, kemudian orientasi gerakan Front Pembela Islam (FPI), 
lalu menguraikan hubungan Undang-undang Ormas terhadap 
keberadaan FPI dalam melakukan aksi tindakan main hakim 
sendiri, dan terakhir bagaimana upaya yang dilakukan oleh para 
aparat penegak hukum dalam menghadapi tindakan main hakim 
sendiri oleh ormas FPI di wilayah hukum Kota Makassar.  
 
A. Dinamika Terbentuknya Organisasi Front Pembela Islam 
(FPI) di Kota Makassar. 
Membahas Front Pembela Islam (FPI) berarti membahas 
organisasi massa yang bukan hanya terletak disatu daerah saja, 
namun lintas gerakannya merambah sebagai organisasi berskala 
nasional yang jumlahnya sudah mencapai 22 cabang diseluruh 
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penjuru tanah air. Dalam kemunculannya, Front Pembela Islam 
(FPI) yaitu disekitar fase reformasi politik di Indonesia lebih tepat 
jika dipahami dalam konteks reaksi terhadap Negara yang sedang 
lemah, baik oleh serbuan kapitalisme global maupun karena 
ambruknya orde baru, yang kemudian tengah berproses menuju 
demokratisasi. Lemahnya Negara bisa dilihat dari inkonsisten 
Negara dalam proses penegakan hukum dan terjadinya krisis 
ekonomi yang berkepanjangan, sejak tahun 1998 hingga saat ini. Di 
sisi lain, pengalaman politik orde baru yang represif dan cenderung 
tidak menghormati hak asasi manusia meninggalkan duka dan 
kekecewaan yang mendalam dihati umat islam. Sulit untuk 
disangkal, kelompok yang menjadi korban kebijakan politik berasal 
dari kalangan muslim25. 
Disamping aspek historis diatas, realitas sosial juga 
memberikan kontribusi penting dalam melahirkan reaksi umat 
islam. Premanisme, pejudian, pelacuran, pornografi dan segala 
bentuk kemungkaran yang dilarang agama berkembang bebas 
tanpa kontrol yang berarti dari aparat hukum. Rentetan 
kekecewaan dan realitas sosial tersebut menimbulkan implikasi 
tersendiri dalam cara umat islam menilai dan menyikapi Negara. 
Maka, muncul kemudian inisiatif sekelompok warga untuk 
menegakkan hukum tersebut menurut cara dan kepentingan 
                                                             
25 Andri Rosadi., hitam putih FPI, (Jakarta: nun publisher, 2008), h.201 
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mereka sendiri. Gagasan mengenai adanya kontrol sosial terhadap 
perilaku individu/masyarakat yang menganut paham 
kolektif/komunal. Dalam masyarakat komunal, biasanya terdapat 
pemimpin yang menjadi pusat kuasa dan pengaruh, yang 
menggerakkan para pengikutnya untuk melakukan sebuah aksi. 
Habieb Rizieq berada dalam posisi ini sebagai pusat dalam acuan 
pimpinan26. 
Selain hal diatas, penggunaan kata Islam dalam nama 
organisasi secara jelas menunjukkan bahwa FPI merupakan 
organisasi keagamaan. Islam, bagi anggota FPI, disamping 
berfungsi sebagai identitas yang harus dijaga dan dibela, juga 
merupakan satu-satunya solusi. Mereka sangat yakin, problema 
masyarakat dan Negara akan selesai jika syariat islam diterapkan. 
Karena itu FPI akan terus berjuang menegakkan syariat. Salah satu 
cara untuk menegakkan syariat. Salah satu cara untuk 
menegakkan syariat adalah dengan menegakkan amar makruf nahi 
munkar. FPI memiliki paradigma tersendiri mengenai amar makruf 
nahi munkar ini. Mereka berpandangan, makruf harus ditegakkan, 
sementara mungkar harus dilarang. Dalam aksi mencegah dan 
melarang kemungkaran, sering terjadi resistensi yang berujung 
pada konflik dan kekerasan. Dari fakta ini, kemudian FPI 
menyimpulkan bahwa penegakan nahi mungkar tak bisa 




menghindari kekerasan. Karena itu, penggunaan kekerasan dalam 
tataran tertentu diperbolehkan. Tabel dibawah ini memberikan 
gambaran lebih ringkas : 
Tabel 1.1. Kategori Perbuatan dan Balasannya 
Perbuatan  Konsep 
Islam  




















Sumber : Dokumentasi FPI 
Logika-logika di dalam FPI mengklarifikasikan perbuatan 
menjadi dua: makruf dan munkar; kehidupan juga dua: dunia dan 
akhirat; reward juga dua: bencana di dunia dan dosa/neraka di 
akhirat. Digunakannya argumentasi dari teks suci menandakan 
mereka adalah kalangan agamawan dan gerakannya merupakan 
gerakan keagamaan. 
Sementara itu, kehadiran FPI dalam ruang lingkup Kota 
Makassa merupakan rangkaian dari berbagai latar belakang sosial 
yang terjadi didalam internal FPI. Dalam melegitimasikan ekspansi 
FPI ke daerah-daerah maka dirangkailah dalam AD/ART Front 
Pembela Islam. Atas dasar itu, maka secara kelembagaan 
dibentuklah struktur kepengurusan FPI dari pusat sampai ke tingkat 
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di 
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wilayah Indonesia, bahkan dibentuk pula Dewan Pimpinan di luar 
negeri. 
Kepemimpinan dan struktur organisasi FPI tersebut secara jelas 
dimuat di dalam Pasal 10 Anggaran Dasar FPI, yakni : 
a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat Pusat terdiri dari 
Imam    Besar, Majelis Syura dan Dewan Tanfidzi. 
b. Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN)  di luar negeri terdiri 
dari  Imam, Majelis Syura dan Dewan Tanfidzi. 
c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingakat daerah terdiri 
dari  Imam, Majelis Syura dan Dewan Tanfidzi. 
d. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat 
Kota/Kodya/Kabupaten adalah Dewan Tanfidzi Wilayah. 
e. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan 
adalah Dewan Tanfidzi Cabang. 
f. Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) di tingkat Kelurahan/Desa 
adalah Dewan Tanfidzi Kelurahan. 
Dari gambaran kepemimpinan dan struktur organisasi FPI serta 
eksitensi FPI yang berskala nasional, maka secara normatif (sesuai 
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPI), maka 
Kota Makassar sebagai bagian dari wilah Negara Republik 
Indonesia dan identitasnya sebagai sebuah Kota Madya, maka 
wajib untuk dibentuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Perintah 
untuk membentuk DPW, termasuk DPW di Kota Makassar 
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merupakan kewajiban Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Hal ini 
sebagaimana yang dijelaskan di dalam Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga FPI dalam Pasal 11 Point 7 huruf a 
menjelaskan bahwa Dewan Pimpinan Daerah wajib membentuk 
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh daerahnya27. 
Sementara itu, secara historis sebagaimana yang diungkapkan 
oleh Abdur Rahman28 bahwa sejarah masuknya Front Pembela 
Islam (FPI) di Kota Makassar yaitu tepatnya pada tahun 2005 yang 
dibawa oleh Habib  Machmud bin umar alhamid. Pertemuan awal 
dan deklarasinya di kompleks Unhas lama Jl. Sunu, Kota Makassar 
yang dihadiri ketua umum dewan pimpinan pusat (DPP) Front 
Pembela Islam (FPI) Habib M.  Rizieq Shihab dan beberapa tanfidzi 
DPP FPI. 
Front Pembela Islam (FPI) di Kota Makassar sendiri sudah 
berjalan 5 (lima) tahun dengan metode dakwah Dzikir, Taklim dan 
Tabligh. Pada tahun 2010 uktuk ketua DPD Front Pembela Islam 
(FPI) Sulawesi Selatan diamanahkan kepada Habib M. Reza 
Alhamid yang dideklarasikan di Mesjid Al-Markas Al-Islami Kota 
Makassar oleh ketua umum Habib M. Rizieq Shihab (Dewan 
Pimpinan Pusat). Menurut Abdur Rahman bahwa pergantian itu 
dilakukan setelah musywarah dimana adanya ketidaknyambungan 
                                                             
27 Draft Lampiran Ketetapan Musyawarah Nasional III Front Pembela Islam (MUNAS III 
FPI) Nomor :      TAP/03a/MNS-III/FPI/Syawal/1434 H tentang Perubahan dan 
Penyempurnaan Anggaran Dasar Front Pembela Islam, hal. 14. 
28 Pimpinan Laskar pembela Islam FPI Kota Makassar. 
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antara ketua DPD dengan Anggota Front Pembela Islam. Para 
anggota menganggap bahwa ketua DPD yang dipegang oleh Habib 
M. Reza Alhamid ini sangat dekat dengan para umaro‟ 
(pemerintah). Front Pembela Islam (FPI) dijadikannya ajang bisnis 
sehingga dari alasan tersebut jabatan ketua DPD dialihkan kepada 
Habib Muchin bin Dja‟far  Al-habsy hingga kepengurusan sekarang 
ini. 
Dari gambaran tentang adanya pergantian pimpinan yang 
disebabkan kedekatannya dengan umaro‟ (pemerintah) tersebut 
diatas, nampak jelas bahwa FPI sebagai sebuah Ormas 
memosisikan diri sebagai organisasi yang enggan  berselingkuh 
dengan kekuasaan (pemerintah). Dalam artian, FPI sebagai sebuah 
Ormas hadir sebagai pengontrol kinerja Pemerintah. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan yang pernah diungkapkan oleh PImpinan Pusat 
FPI, yakni Habib Rizieq. Menurut beliau, posisi FPI menjadi 
semacam Pressure Group di Indonesia, untuk mendorong berbagai 
unsur pengelola Negara agar berperan aktif dalam memperbaiki 
dan mencegah kerusakan moral dan akidah umat Islam, serta 
berinisiatif membangun suatu tatanan sosial, politik dan hukum 





B. Orientasi Gerakan Front Pembela Islam (FPI)  
Sudah menjadi dictum filosofis bahwa setiap sesuatu yang 
begerak pasti memiliki titik tujuan, demikian pula dengan gerakan 
yang dilakukan oleh FPI. Sebagaimana yang telah diuraikan 
sebelumnya bahwa FPI merupakan sebuah Ormas  yang berdirinya 
tidak terlepas dari gejolak sosial disekitarnya. Gejolak sosial ini 
adalah adanya ketidakadilan dan berbagai macam pelanggaran 
HAM yang mayoritas korbannya adalah umat Islam, serta 
tertutupnya kran kebebasan dalam menjalankan isi ajaran Islam 
secara kaffah (menegakkan amar makruf nahi munkar), 
Atas dasar hal tersebut, maka lahirlah Ormas FPI saat gejolak 
Reformasi bergulir di tanah air ini. Dengan demikian, maka 
sesungguhnya arah/orientasi gerakan FPI tidak terlepas dari dunia 
konteks dimana FPI itu dilahirkan. Selain itu, orientasi gerakan FPI 
ini juga tidak dapat dipisahkan dengan landasan ajaran yang 
terkandung dalam diri FPI itu sendiri, serta cita-cita yang hendak 
diwujudkan oleh FPI, yakni mewujudkan umat yang terbaik (khairu 
ummah). Bagi FPI untuk menjadi umat yang terbaik, kaum muslim 
harus menjalankan amar ma‟ruf nahi mungkar (menyeruh kebaikan 
dan mencegah kemungkaran)29 dan menjadikan syariat Islam 
sebagai dasar hukum dalam setiap aspek kehidupan. Jadi, jika 
                                                             
29 Mahmuddin, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 1, April 2013, h.90-91 
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dipandang dari segi orientasi gerakan FPI, pada dasarnya FPI 
hendak mewujudkan umat terbaik dengan jalan menegakkan amar 
ma‟ruf nahi mungkar di semua aspek kehidupan dengan 
berlandaskan syariat Islam. Dalam penegakan amar ma‟ruf nahi 
mungkar dalam versi FPI maka dalam mendefenisikan Ma‟ruf dan 
Mungka lebih ringkasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 
 
Tabel 1.2. FPI Mendefenisikan Ma’ruf dan Mungkar 
Kategori Ma’ruf Kategori Mungkar 
Mewujudkan keadilan sosial 





Menolak praktik perdukunan 
Memberantas premanisme 




Peduli pada agama 














Tak peduli pada agama 
47 
 




Aplikasi ekonomi islam 
Menolak sekularisme 
Menolak pluralism 
Memilih partai islam 
Menyeru pada kebaikan  
Bakti sosial 
Tak peduli pada nasib umat 
islam 





Sistem ekonomi sosialis/kapitalis 
Sekularisme 
Pluralism 
Penculikan aktivis FPI 
Memilih partai non-Islam 
 
Sumber : Dokumentasi FPI 
 
Didalam menegakkan amar ma‟ruf nahi mungkar tersebut, 
Ormas FPI menempuh beberapa metode, yakni : 
a. Dalam menegakkan amar ma‟ruf FPI mengutamakan metode 
lemah-lembut dengan langkah : 
1) Mengajak dengan hikmah (ilmu dan amal) 
2) Memberi Mau’izhoh Hasanah 
3) Berdiskusi dengan cara yang terbaik, 
b. Dalam menegakkan nahi mungkar FPI mengutamakan 
metode tegas dengan langkah: 
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1) Menggunakan kekuatan/kekuasaan bila mampu 
2) Bila langkah pertama tidak mampu, menggunakan 
lisan dan pena 
3) Bila kedua langkah tadi tidak mampu, menggunakan 
hati yang tertuang dalam ketegasan sikap.30 
Dari uraian metode yang digunakan oleh FPI diatas sebagai 
upaya untuk menegakkan ama ma‟ruf nahi mungkar, pada 
dasarnya nampak mencerminkan kecilnya peluang untuk terjadinya 
tindakan anarkis di dalam gerakannya. Hal ini semakin meyakinkan 
jika mencermati prosedur juang/aksi FPI dalam penegakan nahi 
mungkar yang terdiri atas 10 langkah, yakni : 
1. Laporan masuk. Laporan masuk disini sebagai informasi 
awal adanya kemungkaran di lingkkungan sosial 
kemasyarakatan. Laporan masuk ini terbagi atas dua, 
yakni laporan aktif yang datangnya dari anggota, secara 
resmi tertulis dan laporan pasif yang datangnya dari 
masyarakat, secara resmi tertulis. 
2. Investigasi. Investigasi ini merupakan langkah 
selanjutnya setelah adanya informasi. Dalam melakukan 
investigasi, FPI mencari fakta dan menghimpun data 
untuk dijadikan bukti awal adanya pelanggaran hukum. 
                                                             
30 Pasal 7 Anggaran Dasar Front Pembela Islam. 
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3. Pemetaan wilayah juang. Pemetaan wilayah juang ini 
adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh FPI dalam 
membedakan wilayah kemaksiatan yang didukung oleh 
masyaraktnya dan wilayah kemaksiatan yang ditolak 
masyarakatnya. 
4. Laporan keluar. Laporan keluar ini merupakan tindak 
lanjut dari tahap aksi FPI. Laporan keluar ini berupa 
penyampaian adanya kemaksiatan/adanya pelanggaran 
hukum yang ditujukan kepada ulama (tokoh Islam, Ormas 
Islam dan Parpol Islam setempat) serta kepada umara‟ 
(pejabat sipil, TNI dan POLRI, serta wakil rakyat 
setempat). 
5. Dialog. Dialog ini dilakukan oleh FPI dengan ulama dan 
umara (pemerintah) 
6. Demo. Langkah selanjutnya adalah melakukan 
demonstrasi/aksi dengan titik sasaran adalah tempat 
maksiat yang jadi penyakit masyarakat. 
7. Ultimatum. Ultimatum atau peringatan ini disampaikan 
kepada pemerintah (pejabat setempat yang berkuasa 
dan berwenang) dan targetnya adalah tempat maksiat 
yang jadi penyakit masyarakat. 
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8. Inisiatif. Inisiatif ini terdiri atas tiga, pertama adalah 
melalui proses hukum, kedua melalui lobi politik dan 




Selain apa yang dijelaskan diatas, di dalam internal FPI 
sebagaimana yang dimuat di dalam Buku Panduan Diklat Khusus 
FPI, terdapat larangan aksi FPI. Larangan tersebut menyangkut : 
1. Dilarang melanggar hukum agama dan hukum Negara,. 
2. Dilarang melakukan pelecahan, penganiayaan, 
pengerusakan, penjarahan dan pembunuhan, 
3. Dilarang membawa/menggunakan senjata tajam/api dan 
bahan bakar/peledak. 
4. Dilarang melindungi, membela, memberi, meminta dan 
menerima bantuan apapun dari tempat maksiat atau 
pengusahanya. 
5. Dilarang melakukan aksi apapun tanpa mengikuti prosedur 
standar aksi FPI. 
Beberapa uraian terkait prosedur juang/aksi serta larangan aksi 
FPI tersebut diatas nampak adanya suatu norma yang mengatur 
perilaku anggota FPI dalam melakukan aksinya untuk mencegah 
kemungkaran. Dan jika hal tersebut berjalan secara maksimal, 
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maka sesungguhnya tidak akan muncul tindakan-tindakan anarkis 
bahkan tidak akan terjadi tindakan kriminal. Namun, dalam 
pelaksanaannya di lapangan, hal tersebut melenceng bahkan yang 
terjadi justru sebaliknya. 
 
C. Faktor  Penyebab  Tindakan Main Hakim Sendiri oleh Ormas 
Front Pembela Islam (FPI) di Wilayah Hukum Kota 
Makassar. 
Berdasarkan data kasus aksi FPI yang penulis lampirkan pada 
tabel 1.3 dan tabel 1.4, juga setelah peneliti membaca berkas 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh anggota FPI itu sendiri yang 
ada di POLRESTABES Kota Makassar dan berdasarkan 
keterangan yang mereka paparkan dalam BAP tersebut maka 
analisis dari penulis faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan 
main hakim sendiri oleh Ormas FPI ialah:  
a) Doktrin yang ada di dalam internal FPI, yakni 
menegakkan amar ma‟ruf nahi mungkar dengan cara 
berjihad, khususnya mengutamakan kekuatan/kekuasaan 
dalam menegakkan nahi mungkar; 
b) Tidak tegasnya aparat kepolisian dalam menegakkan 
hukum yang ada di Indonesia; 
c) Aparat kepolisian tidak menanggapi laporan yang 
disampaikan oleh Ormas FPI; 
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d) Adanya perbedaan persepsi antara aparat kepolisian dan 
Ormas FPI dalam menyimpulkan tentang penistaan 
agama; 
Penulis kemudian berkesimpulan dari faktor-faktor tersebut itulah 
yang menyebabkan saat FPI menjalankan aktivitasnya sebagai 
Ormas seringkali melakukan tindakan/aksi yang melenceng dari 
apa yang digariskan dalam Undang-undang Ormas. 
 
D. Upaya yang Dilakukan oleh Para Aparat Penegak Hukum 
dalam  Menanggulangi  Tindakan  Main  Hakim  Sendiri oleh 
Ormas FPI di Wilayah Hukum Kota Makassar 
Setelah penulis melakukan penelitian di Polrestabes Kota 
Makassar, penulis mewawancaai bapak AKP Jafar tentang 
tindakan apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, beliau 
mengatakan bahwa yang dilakukan pihak Kepolisian ada 3 (tiga)  
langkah, yaitu : 
1. Upaya pre-emtif 
Upaya pre-emtif adalah upaya dimana merupakan upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan 
adalah menanamkan nilai/norma dalam diri seseorang dengan 
melakukan pendekatan dan pemahaman akan norma hukum yang 




2. Upaya Preventif 
  Merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emtif yang masih 
dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 
Hubungan akan rumusan masalah tersebut diatas, maka upaya 
preventif ini adalah upaya-upaya yang yang harus dilakukan demi 
tidak terwujudnya aksi FPI yang berefek pada lahirnya konflik yang 
berujung pada tindakan main hakim sendiri hingga anarkisme. 
Adapun bentuk-bentuk upaya preventif yang dapat dilakukan ialah 
sebagai berikut : 
b. Melakukan peningkatan pemahaman agama, agar tidak 
memahami jihad dalam arti sempit yang berujung pada 
adanya kekerasan/anarkisme. 
c. Mengefektifkan penegakan hukum, khususnya bagi 
tindkan/perbuatan oknum-oknum/kelompok-kelompok 
tertentu yang melanggar hukum, baik oleh FPI maupun 
aparat penegak hukum (hukum Negara/hukum positif) 
dinilai sebagai tindakan melanggar hukum. 
d. Aparat penegak hukum harus melakukan pengawalan 
ketat terhadap setiap aksi yang dilakukan oleh FPI jika 
apa yang diangggap oleh FPI sebagai tindakan 
melanggar hukum  tidak ditindaki oleh aparat penegak 
hukum, karena berrdasarkan hukum Negara (hukum 
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positif) tindakan tersebut tidak diangggap sebagai 
tindakan atau perbuatan melanggar hukum oleh institusi 
berwenang (penegak hukum). 
e. Perlu adanya evaluasi atau regulasi baru terkait masalah 
aturan perundang-undangan mengenai keberagaman 
yang lebih menjamin kepastian hukum, sehingga tidak 
melahirkan multipersepsi dan perbedaan antara Ormas 
dan penegak hukum. 
f. Dilakukan pencegahan-pencegahan berupa 
menempatkan intel dalam berbagai ormas yang dapat 
berpotensi mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran 
hukum, sehingga apabila terjadi tanda-tanda pergerakan 
ingin dibuatnya penggerebekan secara anarkis, intel 
tersebut dapat segera melaporkan tempat dimana akan 
terjadinya tindakan tersebut. 
g. Lebih lanjut menurut penulis, komunikasi adalah sebuah 
hal yang sangat penting. Komunikasi masyarakat dan 
aparat penegak hukum yang kurang atau belum 
tersosialisasikan dengan baik sehingga pada saat 
membutuhkan pertolongan hukum, masyarakat 
mengalami kebingungan. Komunikasi juga harus terjadi 
dua arah yaitu antara masyarakat dan penegak hukum 
dalam hal ini. Bantuan dalam bentuk informasi dari 
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masyarakat merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh 
para penegak hukum dalam hal ini kepolisian. 
 
3. Upaya Represif 
Upaya represif yang dimaksud disini adalah upaya yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya 
tindakan/aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI (khususnya FPI 
Kota Makassar). Tindakan yang dimaksud adalah pemidanaan jika 
memang terbukti gerakan yang dilakukan oleh FPI adalah 
melanggar hukum materiil (hukum pidana). 
Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya di dalam 
lapangan hukum pidana, tidaklah dimungkinkan tindakpidana 
tersebut dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi. Kalau pun 
ada oknum tertentu yang melakukan tindak kekerasan (melanggar 
hukum), maka sanksi pidana tidak mungkin dilakukan pada 
oganisasinya, melainkan kepada oknum yang melakukan tindak 
pidana tersebut.  
Dalam penelitian penulis sebagaimana ditunjukkan dalam 
data Reskrim Polrestabes Makassar pada lampiran telah terdapat 
beberapa kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian. Namun, dari 
penindakan kasus tersebut diatas belum mampu menciptakan 
diskontinuitas kekerasan yang dilakukan oleh FPI. Pasalnya, 
setelah terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh apaat 
56 
 
penegak hukum (kepolisian) terhadap oknum yang melakukan 
kekerasan (tindak pidana), kekerasan serupa bukannya berkurang, 
malah justru meningkat. Mencermati hal ini, menurut hemat penulis, 
pada dasarnya disebabkan kurang tegasnya upaya penegakan 
hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. 
Padahal sebagaimana diketahui bersama bahwa tujuan 
pemidanaan dalam hukum adalah: 
a) Menghukum para pelaku kejahatan dengan memberikan 
sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan 
(menciptakan efek jera). 
b) Memberikan pelajaran pada orang lain agar tidak 
melakukan tindakan serupa. 
c) Memberikan pembinaan mental kepada para pelaku dan 
memberikan keterampilan pada mereka yang menjalani 
masa pemidanaan. Hal ini bertujuan agar setelah keluar 
dari pemidanaan yang ada, pelaku dapat kembali menjadi 
masyarakat yang baik ditengah-tengah kehidupan 
sosialnya. 
Selain upaya di atas, upaya represif yang mesti dilakukan 
agar tidak terjadi lagi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan 
oleh Ormas-ormas tertentu (khususnya FPI) adalah institusi yang 
berwenang harus tegas dalam memberlakukan Undang-Undang 
Ormas, sebagaimana dijelaskan didalam Undang-Undang tersebut 
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bagi Ormas yang melanggar kewajiban (Pasal 21) dan larangan 
(Pasal 59), maka konsekuensinya adalah sanksi administrasi. 
Sanksi-sanksi tersebut adalah : 
1. Peringatan tertulis; 
2. Penghentian bantuan dan/atau hibah; 
3. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau 
4. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan 
status badan hukum. 
Berdasarkan penelitian penulis, selama tindakan/aksi yang 
dilakukan oleh FPI dalam menegakkan nahi mungkar senantiasa 
diwarnai dengan adanya tindakan kekerasan, dimana 
sesungguhnya tindakan tersebut adalah melanggar kewajiban dan 
larangan bagi sebuah Ormas. Namun, sampai saat ini FPI masih 
tetap melaksanakan kegiatannya (aksinya). Hal ini menunjukkan 
bahwa Undang-Undang Ormas tersebut hanya memiliki 
keberlakuan yuridis, tetapi tidak memiliki keberlakuan sosiologis. 
Sebab dalam kenyataannya Undang-undang tersebut belum 






Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di dalam Bab 
Pembahasan, maka pada Bab ini penulis akan menyimpulkan 
masalah “Analisis Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim 
Sendiri oleh Ormas FPI (Front Pembela Islam) di Wilayah Hukum 
Kota Makassar (Studi Kasus 2011-2013) adalah sebagai berikut : 
1. Eksistensi FPI sebagai sebuah Organisasi Kemasyarakatan 
menjadikan Islam sebagai asas organisasinya. Dimana 
kelahirannya disebabkan oleh kegagalan hukum dalam 
menjalankan fungsinya di kehidupan sosial.  Sehingga dalam 
menegakkan amar ma‟ruf nahi mungkar, FPI seringkali 
melakukan tindakan main hakim sendiri dan melanggar hak 
asasi manusia dengan mengatasnamakan penodaan agama. 
Sebab, antara FPI dan aparat penegak hukum terkadang 
memiliki perbedaan persepsi terkait masalah penodaan 
agama.  
2. Adapun upaya yang ditempuh untuk menanggulangi aksi FPI 
adalah dengan menempuh upaya pre-emtif yaitu penanaman 
nilai-nilai moral dasar kemudian dilanjutkan dengan upaya 
preventif yang memang merupakan lanjutan dari upaya pre-
emtif itu sendiri sebagai upaya pencegahan dari aksi atau 
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tindakan main hakim sendiri oleh FPI. Dan terakhir adalah 
upaya preventif adalah aparat kepolisian melakukan 
pengawalan ketat terhadap setiap aksi yang dilakukan oleh 
FPI. Sementara itu, tindakan represif secara keorganisasian 
adalah melakukan teguran secara tertulis, pemberhentian 




Adapun yang menjadi saran penulis terkait karya ilmiah ini 
adalah sebagai berikut :  
1. Disarankan kepada institusi berwenang, khususnya pihak 
kepolisian agar tegas dalam menegakkan hukum terhadap 
ormas yang melakukan tindakan main hakim sendiri yang 
dimana aksi/tindakan tersebut melawan hukum yang ada 
di Indonesia. 
2. Disarankan kepada para pengambil kebijakan, khususnya 
para pembuat aturan perundang-undangan agar 
menyosialisasikan Undang-undang yang telah berlaku 
sehingga  Undang-undang tersebut tidak hanya bersifat 
yuridis saja. 
3. Disarankan kepada Ormas terkait agar tetap menjadikan 
Undang-undang tentang Ormas sebagai dasar hukum 
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dalam menjalankan kegiatannya sehingga dapat terwujud 






Sumber Literatur:  
Abdu Syahni, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung 
Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta 
---------------, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 
Andri Rosadi. 2008. Hitam Putih FPI. Jakarta: nun publisher 
Anggaran Dasar Front Pembela Islam  
Arianti, 2013, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi 
Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam Kaitannya 
dengan Konflik Keagamaan di Kota Makassar. Skripsi. 
Sarjana Hukum.Universitas Hasanuddin. Makassar  
A.S. Alam, Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka 
Refleksi, Makassar. 
C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum 
Pidana, Cetakan ke-I, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 
I. S. Susanto, 1991, Diktat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro Semarang, Semarang 
J.M van Bemmelen, 1987, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material 
bagian umum, Binacipta, Bandung 
Mahmuddin, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 1, (Makassar, 
2013) 
Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, 
Jakarta. 




P.A.F. Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, 
Bandung 
-----------------------, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 
Citra Aditya Bakti, Bandung. 
Raden Aryo Seto Wibowo, 2013, Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Penggerebekan Bersifat Anarkis yang Dilakukan oleh Ormas 
FPI di Kota Makassar. Skripsi. Sarjana Hukum.Universitas 
Hasanuddin. Makassar  
R. Soesilo, 1988, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, 
Bogor 
Satochid Kartanegara,1954-1955, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum 
Pidana II, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V 
Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta 
--------------------, 2010, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa 
Media, Bandung 
Topo Santoso, 2001, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta 
 
Sumber Non-Literatur (Internet): 
http://fpi.or.id/?p=tentangfpi&mid=1 . Diakses pada tanggal 12 
September 2014, pukul 13:35 wita. 
http://id.wikipedia.org/wiki/Front_Pembela_Islam Diakses pada 
tanggal 12 September 2014, pukul 13:00 wita. 
http://sahabat-revolusi.blogspot.com/2011/03/defenisi-hukum-
pidana-menurut-para-ahli.html. Diakses pada tanggal 12 





Peraturan Perundang-undangan : 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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Tabel 1.3. Matriks Kasus Tindakan/Aksi Front Pembela Islam 
(FPI) di Kota Makassar Tahun 2011-2013 
No
.  
Kasus  Deskripsi  Lokasi & 
Waktu  
















































































panti pijat di 
Kota Makassar. 













































































Pabrik PT Padi 
Ma Situ Tidak 
17 Juli 
2012. 
Makassar. Kota Makassar 











PT. Padi Mas 
sudah beberapa 
kali digerebek 













































































































































































































































28 Oktober lalu, 
mendapat 
perhatian 











FPI Band NOAH Intimidasi  
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syura‟ yang di 
selenggarakan 
di gedung 
























u yang syahid di 















masuk ke lantai 


























syiah yang di 







aparat dan di 
beri pengertian 






















50 anggota FPI 
mendatangi 
took anugrah 

























oleh massa FPI 
yang tertangkap 
oleh cctv yang 
berjudul “a 




























1 (satu) korban 





















































busur. Beda lagi 
perlakuan yang 






















Sumber data : Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sul-
Sel. 
 
Tabel 1.4. Kasus FPI yang Ditangani oleh Kepolisian 
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No. Berkas  Korban Tersangka  Jenis Kasus  Penyidik 
1. Bp/199/IX/2011/Res 






























2. Bp/198/IX/ 2011/Res 



























3. BP/205/VI/2013/ Res 























Sumber : Reskrim POLRESTABES Makassar. 
 
 
 
 
 
 
